PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor + 503/ & /DPMPTSP/ TIT /2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS) POS PAUD BINA KASIH 18U

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : 3. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Aam Amiati tanggal 13
Januarl 2022 Penhal Permohonan Perpanfangan Lzn Operasional dan berdasarkan Relomendas]
Dinas Penddiken Nomor PK/04/576/Bd.PAUD dan Dikmas tanggal 16 Februan 2022 Satuan
Pendidikan Sejenis (SPS) POS PAUD, RINA KASIH I1BU dinyatakan memenuhl syarat urituk
menyekengarakan Satuan Perwidikan Sepnls (SPS);
b. bahwa berdasarkan pertimbancan sebagaimana huruf a dan sesual dengan ketentuan pasal 62
_ Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional d perk)
gIAUD X MIA l:asf'ﬁ?y[gﬁnggamn Pendidican Anak Usla Dini Satuan Pendidikan Sejenis E
yang ditetapkan an Dinas Penanaman Modeal
Pelayanan Terpady Satu Pintu mmammhg%mn g

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuian Daerah-daerah Kabupaten datam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950) i
telah dubah u Homor 4 Tahun 1968 lentang Pembentukan ten

Purwalarta dan ipaten mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lngkungan Provinsi lawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambshan Lembaran Negara
Repubfik Indonesia Momor 2851);

2 U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

3. tkdagﬂ-uﬂamgﬂwnrszrammne Pmrtahmnmgﬂ'ma‘mﬂe;am

“Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 T, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sehagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Homor 32 Tahun 2004 tentang
Permerintahan Daerah (| embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik [ndonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Amara Pusat dan
pemnerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
I a Momor 4496), Sebagaimana telah dbah dengan Peraturan Homor 19
Tahun 2005 Tcnta%astnrmr fasonal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahin 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota  (Lembaran He'tpgna Hu;uﬂk
Indonesia Tahun 2007 Normor 48 Tambahan Lembaran Negara R ik Indonesia Nomor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenmnggorg.unisasl Perangkat Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahum 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubiik
I

ia Nomor 4750);
tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Peraturan Pemerin .
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan ra:gl)

dikan (Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2010
f;ércgd!,;)é:im1naﬁtc!ah diubah clengan Peraturan_Pemerinatah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonasia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
Standar Pendidilan Usia Dini; Er - o P
ran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia NoMar
= %?grgnpemman Satuan Pendidikan Nonformal (Berta Negara Repubik Irﬂaﬁa tahun 2013
Nomor 877) Seha%aimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan agnmuon
Repubiik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendid formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

58 Tahun 2009 Tentang

—A

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

12. Peraturan Daerah

:;!;'tnnan di Kabupaten Haialengl-aaltmn mn‘xﬂhgmmm 20

14, Eammmn Daerah Kabupaten Maja
15.
Majalengka,

Menetapian
KESATU
Alamat

Memberi s |
kan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dinl Kepada: i |
Nama Satuan Pendidikan Sejenis (Sps)

\lz

fl’eﬂgan Ketentuan sebagal Berikut: ™

lengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
tertang Pembertulan

dapaaun "mm Bupatf Majalengia - Nomor 2 Tatun 2018 tentang Pelimpahan '“‘-'"@'3"93',' atapaten
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sets Pintu

Perubahan atas
dan Susunan Perangkat Dasrsh

MEMUTUSKAN :

Ji. Pangeran Muhammad RT 008 RW

POS PAUD BINA KASIH IBU
001 Desa Palabuan Kecamatan \

—  Sukahaji Kabupaten Majalengia \!

Menggulr'!akan Kurikulum dan/l“l/egd}* Belajar yang sesual dengan tujuan Pcndidika'n

Nasional

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka

4. Permohonan Perpanfangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum

Berakhimya masa Izin
KEDUA

KETIGA

Lzin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.
Dengan berfakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka Nomor 533 Tahun 2015 Tangal 11 Desember 2015 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KEEMPAT

Keputusan inl Berlaku 3 (Tiga) Tehun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apablia di

kemudian hari terdapat kekeliruan dan ztau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbalkan

| atau perubahan sebagalmana

Tembusan ‘
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
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Ditetapkan di Majalengka
; Pada Tanggal ! Maret 2022
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